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MANGUPURA, NusaBali
Anggaran pemeli-
haraan aset niilik Pemer-
intah Kabupaten Badung, !
terutama di kawasan pu- - §§
sat pemerintahan (pus-
pem) mencapai Rp 8 mil-
1ar. Yang paling banyak
menguras anggaran sep-
erti perbaikan saluran air,
penggantian bola lampu,
termasuk perbaikan dak
beton untuk mengan-
tisipasi kebocoran saat
musim penghujan.

Dari anggaran ini pula,
paving dalam kondisi com-
pang-camping juga diper-
baiki. Perbaikan bertahap
sejak awal bulan lalu. “lya |
ada perbaikan memang, ini -
bagian dari pemehharaan :
Kan ada yang'rusak, itu DUA pgkerja sedang me[r|pgrbaiki jalan paying yang rusak di areal Pusat Pemerintahan

1perba1k1 Jadi tidak se- (Puspem) Kabupaten Bdduhg, Minggu (15/11). Perbaikan ini mer pakan paglan dan
ua,’ ujar Kabag Aset Pem-~ pfimehharaan rﬁ qygn ! q akukan Bagmvi Aset Pemkab Badung. | ||
kab Badung I Wayan Puja, | | -

Minggu (15/11). f sifatnya r £iq le-l--

e NUSAEALI,’YUDA

Bahkan saluran drainase.
pada beberapa titik rawan ter rmesilgf };e I;:E :
jadi genangan air ikut diper:. pasi sal rte'
baiki, Basement kantor Dinas| 4.k het yang Ig
Kependudukan dan Catatan Sipil bocor mendapatkan per-
(Disdukeapil) dan Kantor Dinas  hatian ekstra, “Sebe
Pendapatan (Dispenda) Badung ini pemeﬁhqr@a i
yang sempat terendam banjir tgj -
hun lalu tak luput mendapatkan

gan mekanikal elektri
maupun sipil arsitektur,
las Wayan Pu1a.

Meski ikian,
pfh;aknya tidak ﬁemupg-

ila'sejauh ini angganan
masih terserap sekitar Rp 5
miliarlebih. Sehingga memung-
bigaku km!(arﬁ Iﬂasm ada sisa. HEE as

"

perawatan. Hall tersebut demll
-mengantisipasi kejadian serupa
terulang. \
Wayan Puja mengatakan,
pemeliharaan yang dilakukan{

tak hafal perln:ﬁ nya. i
Tetapi total berkiar{Rp 8 ‘ |
miliar: “Tahun ini ayigg;
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- Bansos belum bisa jacis

tmembahasfefsoa-  ~  Sementara Kepala BPKAD Bi-

1 K + <la gaﬁdgad:ahi 1013 mantara mengakui dana b::sos
-di na ¥ et Daerah ( belum bisa dibayarkan karena
d'bayarkan : a j a dihimpun belum ada regulasi yang menga-

- belum ada regu-
lasi yang mengatur, ™3
. secara detail|dan
“* mendasari pen- i
cairan jatah dana di
| '] L

un 2015, masing-  tur se ara detail terkait pemba-
Dewan mendapat  yaran jlana ni. Sampai sekarang
os sebesar Rp 500 jpj pihaknya belum menemukan
umlah itu, sekitar  atyran yang m ndisrari pencairan’
ng belum bisa dic- ‘jatah dana ba 508, ;

Satu-satunya r‘}gulasi yang

thi

menjadi pegangan s karang ada-
lah UU No. 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan. Regulasi ini hanya
mengatur bahwa belanja hibah
dan bansos| yang dianggarkan
dalam APBD sesuai kemampuan

;! D Gede Supria
i1) mengakui
SINGARAJA, NusaBali

34

‘ i‘ ah bansos

Pencairan jatah hibah ; YA | ledaddid -
§ 5 ; : 1 ) uangan daerah setelah memp-
.:bagl apgglastatDrgR;)taBgéf ?:ig; berharap j¢ ah-hibah bansos itu  ripritaskan pemenuhan belanja
tahun. 201 I,(alea yan dewan pun’ bisa direa ikan setelah ada  yrysan pemerintahan wajib dan
repe e d t?grtamba pusing pe'ﬂ"”"" afi Kemendagrimel-  yrusan pemerintahan pilihan.
ketar-ketir dan be : alui surat Hdrgomor 900 /4627/ ~ “Sampai sekarang kami belum

alias pengeng karena wak 2o syt ntang penajaman keterituan  menemukan aturan yang terbaru
terSlsatlnggfﬂ sebulanlag hmggal pasal 298 gqyaf (5) UU No.28Ta-  dan terkecuali \UU No. 23 Tahun
Deﬁ:ﬁggﬁamva,lemba ppRp hun 2014 tenfang Pemérintahan 2014 ity sehinga kami juga tidak
‘D.ae hi Najiy h bisa berbuat banyak terkecuali
hibah bansps menunggu sampai ada aturan

tidak bisa dif &5 yang terbaru,” tegasnya. s
' " Disisi lainfimantara menga-
takan, berdasarkan penegasan
Badan dan Lembaga Hukum

-Ngatur tentang tata
hibah bansos.

Dan pelum ada solusi  145nesia adalah badan dan
‘téntu ! lembaga Kemasyarakatan yang

emdrin § 11 ' bersifat nirlaba, sukarela, sosial
! dibentuk berdasarkan pera-

.% turan perun Tg-undanga’n,

tatan memiliki Surat
Keterangan Terdaftar (SKT),
yang diterbitkan oleh Menteri
Dalam Negeri (Mendagri) Gu-
sl ang belkab bernur atau Bupati/ Walikota.
:‘hkan buat dalg Organisasi kemasyarakatqn

|
».;:’s meminta a ar
e

i yang be an hukum Indone-
i, yang belum sia seperti ormas yang berbadan
e ; j hukum yayasan, atau ormas

% yang berbadan hukum per-

oleh Kementerian Hdkum dan

% kumpulan yang telah disahkan
s Ekﬁ?S}Man 913 1 K19

e

m
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Pencairan Ba sps MulaiDiproses -

Cuku Pakai SKT
Kesb gllm pol

DENPASAR, Nysc a ‘ \ l
Dana bantuant bs (bansos)/hibahuntukma- |
syarakat yang €ifg4ilifasi DPRD Bali melalui APBD 1

. Perubahan2015, dimulai proses pencairan-

. nyadi SKPD lingkinPemprov Bahogagl penerima
-dana bansos|di Iydr|desa adat, cukup pencairan
‘menggunakan Sufat Keterangan Te'dfftar (SKT)
.di Kesbanglimasppl. ]

| Dimulainyapr
‘kapkan Ketua Pani
KetutKaI%?asaAd
pasar, Minggu (11
vPDIPDPRDgahpap ;

oS | S H‘; i’:{». “‘; E i 5 cida i 18 ) etk laady

bang mmaspoi

_ g mengg sqlkan. :
: " ba adi S PD, sehrqg ting-
bansos sudah maju ke SKPD. o3 . ;

\,._r:nvnj_

sudah enemma beberapa usulan,
(propq bansos) darim: t

i Kariyasa Adnyana ¥ , nya, sempat ada Me urut Pada Kusuma, pi
‘{mpe cairan dana banst an hibah tidak 4 hakny akan mengawal proses’

katsudah tak ada} ; ' eneri bansos di SKPD lingktip Pemprov
%( b3g| penerima ba ) Ali Sete Bali ini. ('Kita dengar pekan depan

rnaung di bawah kit i ‘ .! sudah mulai| proses. Sudah ada
mereka tinggal dibuatka : beberay usulfm bansos masukdari
Kesbanfhmaspol Dapil Badung,” tegas politisi Golk

“Dasar hukumnya itu teta asal GenyaM mbal, desa Mambal,

Peratwran Gubernur (ergubf]| Kecamatan

Badungini.
Nam nderpllqan Pada Kusuma
dal juga proposal dari

- masyarakat yang dikembalikan
karena dianggap tidak mementuhi

Lagian, APBD Perubahan 2015
‘kan menjadi satu kesatuan dengan
APBD Induk 2015. Prosesnya
verifikasi di pusat juga sa a";elas‘
Kariyasa Adnyana.

: syarat. Tapi, proposal dikembali
“Jadi, sudah tidak adq;l asalah - untukd k;pgerbaﬂmn bukan-
lagi. Tinggal penerima ba Bali. ~ nya

tidak berada di bawah naung
desaadatitu dibuatkan SK'

banglimas. Kalau penerim ncairanyyd tinggal sebulan lagi  paya ti menfadi kendala dalam

yang bernaung dibawah saadat, i Des¢mb 015),"|tegas ~ pencairannya| K mﬁ@n lebi

sudah jelas ada payunghulkit jasa. 1§ it ‘senang a|dipandu betul ol

lanjut poliisi PDIP asal Bt ' SKPD. Ketimbang tidak diberita-

Buleleng ini. ; ‘ hukan sekali, ssmentara ma-
Ditambahkan Kariyasa Pada Kus

syarakat|banyak berharap. Ki
adanya kepastian ini, ma A pener- .pasal bank6 pasi
d%

ima dana hibah tidak perlu lagi | alar] ! ;
_ketar-keglf Sebab, aspirasi ereka“l ifasilitas|

N ey U8 § L8RS 3 LG N = I L S |
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Posisi R-APBD K:
O Ketua FPDiP

AMLAPURA Nu-
saBali |

Nasib R-APBD
2016 Kabupat-
en Karalpgasem

, dalam  posisi
rawan Sebelum-
nya Ketua DPRD
Karangasem I
Nengah Sumar-
di melan;carkan
penc n, jika
memuat DAU
(Dana Alokasi
Umum) dan DAK
(Dana Alokasi
Khusus) tanpa
Perpres 2015. Kali
ini, Ketua Fraksi
PDIP DPRD Karangasem I Gede
Dana enggan menerima R-APBD
itu. Alasannya DAU dan DAK mes-|
ti sah, agar secara sah bisa ter-
tuang di R-APBD 2016, sehingga

tidak salah dalam hal penjabaran aa

APBD di kemudian hari: , Jin F
Di bagian lain Sekkab Karan- -angkq

gasem | Gede Adnya Muliadi fmt tidak

mengajukan draf R-APBD 2016,
semula direncanakan Kamis
(12/11) kemudian bergeser
jadi Jumat (20/11) kali ini pe-
nyetoranl?'a ke meja pimpinan
DPRD, Selasa (17/11). Hal itu,
terungkap secara terpisah di

t be
h pe
dak bole|
a jar tida
oo

ta nba

Ber

Amlapura, Minggu (15/11). anggota [
“Kenapa DAU.dan DAK be- Fraksi Pl
lum sah kita terima, padahal bisa saja

APBN telah sah. Mestinya pejabat  tanpa Pe
eksekutif arangasem pro aktif | hasai

berkoordinasi ke pusat,” ;Elasl . terus. ‘K
Gede Dana, mantan Ketua DPRD | dan DAK

| sebelumnya. S

Karangasem. b mgtra.‘

1 Gede Dana menamb kan, | Penjelps 4
tidak etis katanya membahas 'ptu!: N L
R- APBD 2016, kalau DA lP dan In}epd :

ga Ku

DAK bel | sah
masuk alam
rancangan.
“Nanti ada
dana yang leb-
‘ih atau Kurang
dari a asi

anya DAU dan
AK mengacu
15,

DUA
ng-

1g@nyulitkan aca

sulit menghitung
ara defisit, selama
A cukup besar. De-
lehleblh d ldua
juga SILPA (sisa
naan anggaran ti-
¢bih dari dua djgit,
hda kesan ang
hyerap anggaran,”

'f.

it

?

dangan pendapat
‘! DKarangase dari
[ Wayan Sumatra,

D U dan DAK yang
1pres, tetapi pemba-
BD 2016 bisa jalan

211 bisa menga AU

ahun lalu,” kata Su-

4n Kepala Ba

Edisi

: 8

: Seqil, (6 NovembS Zo(S

agi

eda
dana Merta, sesuai
b b NoSZm uni2015, AdnyaiMuliaﬂl & k16

’ fm 2016 Rawan

ng MenenmaV

kata Sedana Merta, khususnya
di huruf (b) danaperlmbangan,
butir ( 2) alinea ketiga: Apabila
Peraturan Presiden atau infor-
masi resmi oleh Kementerian
Keuanga qhmaksud ‘belum
diterbitkan, maka pengangga-
ran DAU d dhsarkan pada alo-
kasi DAU T: hnnAnggaran}ms
Butir (3) Penganggaran Dana
Alokasi Khusus (DAK): DAK
dan/atau ( Tambahan

- garkan sesuai Peraturan

Presiden mengenai Rincian
APBN Tahun Anggaran 2016
atau Peraturan Menteri Keuan-

gan mengenai Alokasi DAK
Tahun '

Per turan ires-
ai Rincian. APBN
aran 2016 atau
enteri Keuangan

: .

i KTahunAngéaran
2016 belum ditetapkan, maka
penganggaran DAK didasar-
kan pada alokasi DAK daerah
provinsi dan kabupaten /kota

Tahun Anggaran 2016 yang
diinformas l%m i |
secara mi o]eh Kement-

euangan, setelah Ran-
cangan Undang-Undang ten-
tang APBN Tahun Anggaran
2016 disetujui bersama antara
Pemerintah dan DPR-RI. |
Sekkab Adnya Muliadi men-
egaskan, draf R-APBD 2016,
akhirnya enadwalkan setor
ke meja pimpinan DPRD, Selasa
). “Setelah setor Selasa
(17/1 ) se mgga cukup waktu
membahas R-APBD itu, be-
rakhir per 30 No mber"}kata
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‘Ini berlaku secara

nasional, |
Karangasem

saja tidak dapat
DAK SMP, SMA |

dan SMK, tetapi
seluruh Indonesia

juga demikian’
(Kadisdikpora

- Karangasem)

AMLAPURA, NusaBali

Pusat memblokade alokasi
DAK (dana alokasi khusus),
terutama untuk sektor pen-
didikan SMP, SMA dan SMK di
tahun 2016. Diduga itu dipicu
terlambat mengusulka
pusat, sehingga DAK tjidak
kunjung turun. Hal itu tertu-

‘APBD 2016 yang tengah tersu-
sun di Bappeda Karangasem,:

hingga Minggu (15/11).
DAK 2016 di Dinas Pendidi-

 kan sarana dan prasaran

 sebesar Rp 5,325 miliar, d
gan rincian DAK Rp 4,81
ditambah dana pendamping

g
i B darii

‘ Eat:r

';lﬂ th11064m|I r

y at Rp481 mllla ‘ |

: a ping APBD Kab|
ta

4b miliar.

iping APBD Kabllp&tten

‘i miliar

lpr- 1

run di b
12015 den

‘total Rp

SMA DAK
pendampi
total Rp 2,
PAK RH

|

44,148 Juta ol

nmgkan ta

4dniRp 12,17 mihar,.

dari pusat Rp
ditambah dana
p 1,106 miliar.
2016 nanti, un-

130 m111ar Untuk
) 2,61 miliar, :]a a
Rp 261 juta dan
' miliar, serta SMK
3B6 miliar djﬂna

asi
‘ -0 5.
li

‘Kecamatan

BPK RI Perwakilan rrqvinsi Bali

151 Kh

pendampin 1Rp 3‘22 ,86 juta
total Rp 3,551 miliar.

Kepala Bappeda Karan-
gasem [ Ketut Sedana Merta
mengakui hal itu dan masih
berkoordinasi ke Disdikpora
Karangasem. “Apakah ada
ketentuan khusus, dari pusat
sehmg a k ini tanpa DAK,”

o

isah Kepala Bi-
idikan Dasar Dis-
sti Bagus Budiad-
akui tidak mengu-
ntuk;SMP, SMA
. “ltu menyangkut
asional, tidak ada
tuk SMP, SMA dan
! 14nti alokasinya
hanya untuk SD, saya tidak
tahu asalan pusat,” jelas I
Gusti Bagus FBudi, Adnyana.
Diakuinya 'walau DAK SD
didapatkan, tetapi nominalnya
jauh menurun di bandingkan
tahun 2015. Pembagian DAK
katanya, pusat memiliki ke-
wenangan dalam menghltupg
“Ini berlaku secara nasi-
onal, bukan Karangasem saja
tidak dapat DAK SMP, SMA
dan SMK, tetapi seluruh Indo--
nesia juga demikian,” tambah
pejabat|dari desa Peringsari,
3e]at. @ k16 |




